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PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI 

Nomor: PENG-20/POKJA.IV/UKPBJ/2020 

 

Kelompok Kerja Pemilihan IV Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan akan 

melaksanakan tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan 

jasa lainnya sebagai berikut: 

1. Paket Pekerjaan 

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium BLBC Kelas II Medan (Tender Ulang) 

Lingkup pekerjaan  : Pengadaan alat laboratorium termasuk unit alat laboratorium, sertifikat 

kalibrasi, jaminan ketersediaan suku cadang, maintenance, buku 

manual, sertifikat keaslian barang, pengiriman dan instalasi dan 

training. 

Nilai total HPS : Rp5.490.563.100,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh juta lima 

ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah). 

Sumber pendanaan      : DIPA Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan. 

2. Persyaratan Peserta 

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan: 

a. peserta harus memiliki izin usaha perdangan (SIUP) dengan bidang usaha KBLI 4669 bidang 

Alat Laboratorium yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi  berwenang dengan 

kualifikasi Non Kecil; 

b. Memiliki TDP atau NIB; 

c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan);  

d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas 

berupa milik sendiri atau sewa; 

e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan 
dengan : 
1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku 

seluruhnya); 
2. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);  
3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan 
4. KTP 

f. Surat Pernyataan yang berisi 

1. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 
dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 

2. Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar 
Hitam; 

3. Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi 
pidana;  

4. pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan 
pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar 
tanggungan Negara; 

5. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; 
6. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang 

disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang 
disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan 



Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan 
bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan 
secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam 

h. Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk 
kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk 
kerjasama lain. 

i. Memiliki Persyaratan Kualifikasi Teknis: 

1. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 

(satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman 

subkontrak. 

2. Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 

pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun 

swasta, termasuk pengalaman subkontrak. 

3. Memiliki SDM Tenaga Ahli 1 orang Tenaga Ahli Engineer Alat dengan pengalaman minimal 

1 tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Distributor Resmi/Agen resmi, Ijazah dan 

Sertifikat Keahlian. 

4. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang 

dilihat dari neraca keuangan. 

5. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai Total 

HPS. 

3. Pelaksanaan Pengadaan 

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE: www.lpse.kemenkeu.go.id 

 

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan 

Dapat dilihat pada website LPSE. 

 

 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 

 

Jakarta, 11 Mei 2020 

Pokja IV  
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